Salinan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN 5 (LIMA) PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

P

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui
penyederhanaan peraturan yang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pencabutan

5 (lima) Peraturan Badan Standardisasi Nasional,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6225);



Menetapkan

-2

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA) PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor O07/KEP/BSN/2/2013 tentang Indikator
Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional;

b. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Komite Nasional
Indonesia  Untuk  International  Electrotechnical
Commision;

c. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Manajemen Teknis
Pengembangan Standar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1184)

d. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin
Keramik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1511);

e. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan
Standardisasi Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1070




